
KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BULUNGAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BULUNGAN

NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PEI\TYELENGG AITAAN

SISTEIVI PENGE}'IDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI TAHUi.i

2025 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN,

Menimbang a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (21

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengedalian
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Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupatenf Kota, Sekretaris KPU

Kabupaten/Kota dapat melakukan penilaian mandiri

atas maturitas penyelenggaraan SPIP dan dalam

rangka melaksanakan ketentuan huruf E point c
angka 3 Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum
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Maturitas Penyelenggara€rn Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah Terintegrasi di KPU, KPU

Provinsi/KlP Aceh, dan KPU/KIP KabupatenlKota

Tahun 2025, unit kerja membentuk Tim Asesor

penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP

dalam bentuk keputusan;
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dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan

SALINAN
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Mengingat

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Bulungan tentang Tim Asesor Penilaian Mandiri

Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025 di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Bulungan;

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran

Negara Tahun 2O08 Nomor127, Tambahan kmbaran
Negara Nomor 4890);

2. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan Nomor 5 Tahun 2O2l tefitang Penilaian

Maturita.s Peyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah Terintegrasi pada

Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita

Negara Tahun 2021 Nomor 419);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2019 tentang Tata Ke{a Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara

Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang

Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 8 Tahun 2Ol9 tentang Tata Ke{a Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan umum Provinsi,

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita

Negara Tahun 2O23 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun

2020 tentang T\rgas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan

Tata Kefa Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi



Menetapkan

KESATU

a
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Pemilihan Umum Nomor 2L Tahun 2023 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 14 Tahun 2O2O tentang Tugas, Fungsi,

Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat

Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum KabupatenlKota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2A23 Nomor 826l';

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2023 tentang Penyelenggara€Ln Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor l72l;

6. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun

^n^- 
n---'1 .:--- rt-.-.1 : I A4--. ltr-. - 'rzazJ -Lerr-Lairg rerruararl rvrallulr fi'Las lvlaLurtLas

Penyelenggara€rn Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah Terintegrasi di KPU, KPU Provinsi/KlP

Aceh, dan KPU /KlP KabupatenlKota Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BULUNGAN TENTANG TIM ASESOR

PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PEI{YELENGGARAAN

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

TERINTEGRASI TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN.

Menetapkan Susunan Tim Asesor Penilaian Mandiri

Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025 di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan
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Susunan Tim Asesor sebagaimana dimaksud pada Diktum

KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut:
KEDUA





LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIF{AN UMUM
KAI}UPATEN BULUNGAN
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI
MATURITAS PEI{YELENGGAIALU{ SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI
TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN KPU KAE}UPATEN
BULUNGAN

SUSUNAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS

PEI\TYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

TERINTEGRASI TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BULUNGAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN,

sesuai dengan aslinya
T KPU KAEIUPATEN BULUNGAN

ttd

,r

NAMA JABATAN
KEDUDUKAN
DALAM TIM

MAHDI E. PAOKUMA, S.Kom
Ketua Komisi
Umum
Bulungan

Pemilihan
Kabupaten Pengarah

MUHAMMAD RIZKI, S.Sos
Anggota Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten
Bulungan

Penanggungiawab

AMIRUDDIN, S.Sos
Sekretaris Komisi
Pemilihan Umum
Kabupaten Bulungan

Ketua

DIAN RISWANTI, S.P
Kepala Subag
Penyelenggaraan
dan Hubpannas

Teknis
Pemilu Sekretaris

HETTY APRIANI, S.H Kepala Subag Hukum dan
SDM

Anggota

BEJO RAHAR.IO, S.E
Kepala Subag Keuangan,
Umum dan logistik Anggota

ARIF DARMAWAN SETYA,
S.IP

Plt. Kepala Subag
Perencanaan, Data dan
Informasi

Anggota

ANDRIS IDRIS, S.IP Hubungan antar Iembaga Anggota

KASMUDDIN, S.Kom Ahli Pertama-Pranata
Komputer Anggota

RYA RISTTYANI MARYESLIN,
S.H

Pen5rusun Materi Hukum
dan Perundang-undangan Anggota

FACHUL NUR ROHMAH, S.H
Penyusun Materi Hukum
dan Perundang-undangan Anggota

FIQHI MAULANA, S.Kom
Penata Kelola Sistem dan
Teknolosi Informasi Anggota

\"

ukum dan Sumber Daya Manusia,

AMIRUDDIN


